
ÓKEDAULATAN RAKYATÓ 

HALAMAN 11OPINISELASA WAGE, 11 JUNI 2024

( 3 BESAR 1957 )

BELAKANGAN ini santer adanya

berita akan adanya upaya melakukan

amandemen UUD 1945 kita. Arti

amandemen merupakan suatu pe-

rubahan yang arahnya untuk perbaik-

an, sehingga dengan adanya amande-

men terhadap UUD negara kita, dapat

dipastikan dalam UUD 1945 dianggap

ada sesuatu yang nampaknya sudah

tidak cocok lagi bagi kehidupan

berbangsa dan bernegara bagi bangsa

Indonesia.

Seperti diketahui, UUD 1945 telah

digunakan bagi negeri ini sejak

diproklamasikan 17 Agustus 1945,

merupakan hasil pemikiran para

pendiri bangsa ini, yang pada mu-

lanya terdiri dari 16 Bab, 37 pasal, 49

ayat, 4 pasal Aturan Peralihan dan 2

ayat Aturan Tambahan, dan baru pa-

da tahun 1999 mengalami perubahan

atau amandemen pertama, yakni pa-

da 19 Oktober 1999. Karena kemudian

pada 18 Agustus 2000 mengalami

amandemen kedua, yang selanjutnya

tanggal 10 November 2001 mengalami

amandemen ketiga dan amandemen

yang keempat terjadi 10 Agustus 2002.

Jika diamandemen lagi, berarti akan

menalami lima kali perubahan dari

UUD 1945 tersebut. Dan yang perlu

diketahui pula bahwa setelah empat

kali mengalami amandemen, maka

telah terjadi perubahan pada UUD

tersebut, yakni terdiri dari 21 Bab, 73

pasal, 170 ayat, 3 pasal Aturan

Peralihan dan 2 pasal Aturan Tam-

bahan. Namun sebagai catatan pen-

ting, dalam amandemen tersebut

tetap ada upaya untuk memerta-

hankan negara kesatuan Republik

Indonesia (NKRI).

Mengapa Amandemen?

Seperti sedikit diuraikan di atas,

adanya upaya amandemen terhadap

UUD 1945, faktor utama penyebabnya

adalah bahwa bangsa ini merasa ada

beberapa hal yang kiranya sudah ti-

dak sesuai lagi bila diterapkan saat

ini, mengingat adanya perubahan za-

man yang perlu diantisipasi oleh seti-

ap warga negara, yang merasa bahwa

kondisinya sudah perlu adanya penye-

suaian dengan aturan-aturan yang

baru.

Oleh sebab itu akan menjadi kurang

pas apabila amandemen tersebut diin-

isiasi oleh hanya orang-orang tertentu

yang dianggap mempunyai pengaruh

yang besar bagi bangsa ini, atau oleh

sekelompok orang maupun golongan

tertentu, apalagi orientasi mereka

hanya ingin mencari keuntungan sen-

diri. Maka sudah semestinya bila usul-

an amandemen berasal dari keinginan

masyarakat luas yang menginginkan

kehidupannya menjadi lebih se-

jahtera.

Seperti dikemukakan Wakil Ketua

MPR RI, Fadel Muhammmad, untuk

melakukan amandemen diperlukan

waktu yang tidak sebentar dan tidak

boleh terburu-buru, karena hasil

amandemen tersebut untuk men-

jawab tantangan zaman bagi bangsa

ini untuk jangka waktu yang lama pu-

la. Lihat uraian di atas bahwa bangsa

kita telah melakukan empat kali

amandemen setiap tahun

dari tahun 1999 sampai

2002. Apakah bila tahun ini

melakukan amandemen,

kemudian tahun berikut-

nya juga dilakukan aman-

demen lagi?

Perlu Kejelian

Karena UUD 1945 meru-

pakan hukum dasar tertulis

yang tertinggi di negeri ini,

maka sudah sewajarnya

kalau memang rakyat me-

nuntut adanya perubahan,

perlu dipikirkan masak-

masak terkait dengan hasil

akhir yang nantinya akan

digunakan dalam menata

dan mengatur kehidupan

berbangsa dan bernegara.

Oleh sebab itu diperlukan

pemikiran yang benar-be-

nar jeli agar nantinya hasil

yang diperoleh akan mampu digu-

nakan atau diterapkan bagi bangsa

ini, karena pada prinsipnya amande-

men diharapkan dapat menjawab tan-

tangan zaman guna kebutuhan ma-

syarakat Indonesia, bukan hanya un-

tuk kepentingan segelintir orang.

Karena itu perlu pula adanya mana-

jemen terbuka bagi segenap masyara-

kat terkait dengan amandemen terse-

but, agar mereka juga tahu serta

memahami mengapa UUD 1945 terse-

but perlu dilakukan perubahan entah

yang bersifat sebagian apalagi peruba-

han yang sifatnya menyeluruh, meng-

ingat UUD 1945 juga digunakan seba-

gai dasar proklamasi kemerdekaan

Indonesia yang menegaskan atas na-

ma bangsa Indonesia. Harapan lebih

lanjut semoga kalau memang harus

dilakukan amandemen jangan sampai

hanya untuk beberapa bulan saja

seperti contoh di atas yang dilakukan

setiap tahun selama empat tahun

berurutan. Semoga. ❑-d

*) Drs Djati Julitriarsa MM,

Dosen Purna tugas LLDikti Wilayah V

Dpk di Sekolah Tinggi Ilmu

Manajemen YKPN Yogyakarta.

‘Drama’ Persampahan

Djati Julitriarsa

Jelang Idul Adha, stok elpiji subsidi  DIY

diperkuat.

--Diperkuat juga pengawasannya.

***

UUD 1945 tak boleh dilakukan terburu-

buru.

--Apalagi mengejar kepentingan

politik sesaat.

***

Golkar DIY umumkan 15 nama calon

kepala daerah.

--Masyarakat perlu mengenal kandi-

dat.

Mengapa Amandemen UUD 1945?

PERMASALAHAN sampah di ko-

ta Yogya dan wilayah sekitarnya tidak

kunjung selesai hingga saat ini. Yang

terbaru adalah TPA Piyungan akan

dibuka terbatas untuk mengatasi

tumpukan sampah yang tidak terk-

endali, setelah dalam beberapa bulan

ditutup permanen. Padahal permasa-

lahan darurat sampah ini sudah

muncul sejak beberapa tahun yang

lalu, sehingga diibaratkan seperti

‘Drama’ di mana penanganan sampah

di Yogya ini tanpa penyelesaian yang

jelas dan cenderung berlarut-larut.

Padahal seluruh masyarakat sangat

menunggu-nunggu kebijakan

‘sat set’ dari Pemkot dan Pemda

yang ada di wilayah DIY ini.

Sebagai kota pelajar dan kota

pariwisata, tentunya warga

Yogya patut malu dengan cecer-

an sampah yang ada di mana-

mana tanpa ada kejelasan mau

diapakan sampah-sampah

tersebut. Menyerahkan urusan

sampah ke masyarakat se-

penuhnya tidaklah tepat, kare-

na bagaimanapun urusan sam-

pah menjadi tanggung jawab

pemerintah daerah. Masya-

rakat hanya bisa membantu

dari sisi pengelolaan sampah,

seperti mengurangi volume

sampah, memilah dan meng-

olah semampunya.

Bahkan penulis sudah meng-

ingatkan publik dan pemda/-

pemkot sejak enam tahun yang

lalu mengenai ancaman ‘bom waktu’

bernama sampah ini di opini

Kedaulatan Rakyat (24/08/18). Hal ini

sebenarnya sudah diprediksikan di

awal karena memang kondisi TPA

Piyungan sudah penuh melebihi ka-

pasitas yang seharusnya. Upaya-upa-

ya telah dilakukan oleh pemerintah

daerah, namun lebih kepada solusi

jangka pendek seperti memperluas

area TPA, mengatur jenis-jenis sam-

pah yang dibuang, kampanye pe-

ngurangan sampah dan pemilahan di

sumber yang terbukti tidak menyele-

saikan permasalahan sampah secara

tuntas. Sementara di sisi lain, kedaru-

ratan kondisi TPA Piyungan tidak

pernah dicarikan solusinya bagai-

mana memusnahkan gunungan sam-

pah yang ada di sana dan juga ratu-

san ton sampah-sampah baru yang

terus berdatangan setiap harinya.

Wacana penggunaan teknologi pe-

musnah sampah di TPA Piyungan su-

dah muncul sejak lebih dari sepuluh

tahun lalu, tapi hingga kini belum

pernah ada keputusan yang diambil

terkait hal ini. Penulis sendiri sudah

beberapa kali memberikan alternatif

solusi atas permasalahan sampah di

kota Yogya dalam forum-forum publik

maupun opini di media massa.

Permasalahan intinya adalah

bagaimana mengatasi kedaruratan

tumpukan sampah dengan teknologi

pemusnah sampah. Jadi sekali lagi

perlu ‘solusi darurat’ bukan solusi

jangka panjang terkait tata kelola

sampah. Betul bahwa tata kelola sam-

pah harus diperbaiki, tapi hal itu

harus dilakukan secara paralel de-

ngan solusi darurat sampah.

Ada banyak teknologi pemusnah

sampah yang bisa diterapkan, bahkan

sudah banyak sekali diterapkan di ne-

gara lain. Tentunya semua teknologi

bagus, tetapi kita harus melihat kebu-

tuhan yang sesuai dengan kedaru-

ratan sampah kota Yogya, yaitu pros-

esnya cepat dan bisa menangani se-

mua jenis sampah secara bersamaan,

karena tipikal sampah yang ada di

wilayah DIY adalah sampah campu-

ran. Dari sekian teknologi yang ada,

nampaknya memang teknologi termal

adalah solusi cepat dan tepat untuk

mengatasi persoalan ini dilihat dari

sisi kecepatan prosesnya yang hanya

membutuhkan waktu hitungan jam

saja. Kemudian teknologi termal bisa

menangani sampah campuran, tidak

hanya sampah organik saja. Teknologi

ini, khususnya gasifikasi juga telah

diterapkan di kota Surabaya dan Solo

yang sudah beroperasi. Menariknya

lagi adalah bahwa teknologi ini sekali-

gus bisa menghasilkan listrik sebagai

nilai tambah dalam pengolahan sam-

pah.

Pada akhirnya perlu ketegasan ke-

bijakan dari pemerintah daerah un-

tuk penanganan darurat sampah ini,

segera diputuskan untuk memba-

ngun alat pemusnah sampah sesuai

dengan total sampah yang dihasilkan.

Tentunya butuh waktu untuk

proses pembangunan tersebut,

katakanlah 1-2 tahun. Nah se-

lama waktu tersebut, Pemda/-

Pemkot mencari alternatif

penanganan sampah semen-

tara, semisal bekerja sama de-

ngan daerah lain. Dengan

demikian, ada kepastian bagi

masyarakat, bahwa dalam 2

tahun ke depan, permasalahan

sampah akan segera selesai

dan tertangani dengan sele-

sainya pembangunan alat pe-

musnah sampah tersebut.

Kalau sudah kondisi darurat

seperti ini, sudah semestinya

pemda jangan memikirkan lagi

berapa biaya investasi yang

harus dikeluarkan, tetapi

harus memperhitungkan dam-

pak lingkungan dan kesehatan

masyarakat, kemudian waktu,

biaya dan tenaga yang harus dikelu-

arkan selama bertahun-tahun tanpa

solusi yang jelas juga harus diperhi-

tungkan. Harapannya semoga sam-

pah di kota Yogya dan sekitarnya bisa

segera tertangani dan masyarakat

bisa bernafas lega. ❑-d

*) Dr. Eng. Mochamad

Syamsiro, Dosen Fakultas Teknik

Universitas Janabadra dan Dekan

Fakultas Teknologi Informasi UNU

Yogyakarta.

Mochamad SyamsiroUrgensi Amandemen UUD 1945
WACANA amandemen UUD

1945 kembali bergulir di MPR RI.

Menurut Wakil Ketua MPR RI

Fadel Muhammad, amandemen

UUD 1945 adalah keniscayaan.

Usulan itu pun disambut baik oleh

Ketua MPR, presiden, wakil presi-

den dan pimpinan partai politik

(KR 9/6). Usulan ini menuai kon-

troversi karena momentumnya ti-

dak tepat, yakni menjelang be-

rakhirnya keanggotaan MPR pe-

riode 2019-2024. Dari segi waktu

tentu tidaklah memungkinkan di-

lakukan MPR periode sekarang.

Untuk melakukan amandemen

UUD 1945 butuh proses panjang,

tidak ujug-ujug. Pun harus jelas,

materi atau pasal-pasal mana sa-

ja yang hendak diamandemen,

berikut tujuan dan dasar

filosofinya. Sempat bergulir usul-

an agar pemilihan pasangan pres-

iden-wakil presiden dikembalikan

ke MPR seperti dulu. Namun hal

ini dibantah Wakil Ketua MPR

Sjarifuddin Hasan. Menurutnya,

tak ada usulan untuk mengemba-

likan pemilihan presiden-wakil

presiden ke MPR.

Amandemen dipahami sebagai

perubahan, yang bisa berati pe-

ngurangan atau penambahan.

Lebih penting lagi adalah apa ur-

gensi untuk mengamandemen

UUD 1945, sebab sudah empat

kali UUD 1945 diamandemen, ter-

akhir amandemen keempat pada

tahun 2022. Setelah itu belum

pernah mengalami perubahan

lebih lanjut.

Yang kita khawatirkan, amande-

men hanya ditujukan untuk ke-

pentingan sesaat, dan tidak mam-

pu mengantisipasi perkembangan

zaman, apalagi hanya didasari

kepentingan politik tertentu. Kalau

mau jujur, problem bangsa saat ini

lebih pada praktik bernegara,

bukan pada perangkat peraturan

perundangan atau konstitusi. 

Kita bisa menyaksikan betapa

praktik korupsi dan penyalahgu-

naan wewenang berlangsung se-

cara masif dan dilakukan oleh

oknum pejabat negara. Padahal,

secara normatif kita telah memiliki

peraturan perundangan yang

melarang pejabat negara korupsi.

Hal itu secara tegas dan jelas

telah diatur melalui Ketetapan

MPR Nomor XI/MPR/1998 Tahun

1998 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Namun kenyataannya praktik

KKN tak juga berhenti, bahkan

menggurita. Tentu bukan aturan-

nya yang salah, melainkan pelak-

sanaannya.

Kembali menyoal usulan aman-

demen UUD 1945, kita mendo-

rong agar dipertimbangkan kem-

bali dan wajib meminta pendapat

rakyat sebagai pemegang

kedaulatan. Harus pula jelas ur-

gensinya, sehingga tidak asal

mengubah tanpa landasan yang

kuat. 

Kita juga mengingatkan, untuk

melakukan amandemen UUD

1945 butuh persyaratan ketat dan

rigid, antara lain harus diusulkan

oleh minimal sepertiga dari jumlah

anggota MPR. Sedang untuk

membahas usulan amandemen,

MPR harus bersidang yang  di-

hadiri sekurang-kurangnya dua

pertiga dari jumlah anggota MPR.

Selanjutnya, perubahan tersebut

harus disetujui oleh minimal lima

puluh persen plus satu dari selu-

ruh anggota MPR yang hadir

dalam sidang tersebut.

Dengan demikian, bila persya-

ratan tersebut tak terpenuhi, maka

tak bisa dilakukan amandemen

UUD 1945. Hal lain yang harus di-

taati adalah tak boleh melakukan

amandemen terhadap Pembu-

kaan UUD 1945. Sebab, di

dalamnya memuat dasar-dasar

negara yang sangat esensial, ter-

masuk Pancasila sebagai dasar

negara, tujuan negara, dan prin-

sip-prinsip fundamental yang me-

landasi pembentukan dan eksis-

tensi NKRI. Mengubah Pembu-

kaan UUD 1945 sama saja mem-

bubarkan negara.  ❑-d

Persyaratan Menulis
Pembaca yang budiman, terimakasih

partisipasinya dalam menulis dan mengi-

rimkan artikel untuk SKH Kedaulatan

Rakyat. Selanjutnya redaksi hanya me-

nerima tulisan lewat email : opini-

kr@gmail.com dengan panjang tulisan

antara 535  - 575 kata, dengan mengisi

subjek mengenai isu yang ditulis serta ja-

ngan lupa menampilkan fotocopy identi-

tas. Terimakasih. 
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